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BERITA DAERAH KABUPATEN BANTAENG 

TAHUN 2016 NOMOR 9 

 
PERATURAN BUPATI BANTAENG 

 
NOMOR 9 TAHUN 2016 

 
TENTANG 

 
PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI BANTAENG NOMOR 44 TAHUN 

2015 TENTANG TATA CARA PEMBAGIAN DAN PENETAPAN RINCIAN DANA 

DESA SETIAP DESA KABUPATEN BANTAENG TAHUN ANGGARAN 2016 
 

BUPATI BANTAENG 
 

Menimbang : a. bahwa berdasarkan Pasal 12 ayat (1) Peraturan Pemerintah 
Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas 
Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2015 tentang Dana 

Desa Yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan 
Belanja Negara, Bupati menetapkan rincian Dana Desa 

untuk setiap Desa. 
b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud 

dalam huruf a, perlu ditetapkan Peraturan Bupati tentang 
Tata Cara Pembagian dan Penetapan Rincian Dana Desa 
Setiap Desa di Kabupaten Bantaeng Tahun Anggaran 2016 

 
Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang 

Pembentukan  Daerah-daerah Tingkat II di sulawesi 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 

74 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 
1822); 

2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 

5495); 
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 

Pemerintahan Daerah Sebagaimana telah di ubah terakhir 
dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 ( Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 58, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 5679);  
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang 

Pembentukan Peraturan Perundang-undangan ( Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor  
5234); 

5. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang 

Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 
2014 tentang Desa ( Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 5539 ) sebagaimana diubah dengan Peraturan 



 

                            Dokumentasi dan Informasi Hukum|2 

Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2014 Nomor 157, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 5717); 
6. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang 

Perubahan kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 
Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber dari 

Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara ( Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 5694); 

7. Peraturan Presiden Nomor 137 Tahun 2015 tentang Rincian 

Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 
2016 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 

Nomor 288); 
8. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 93/PMK.07 Tahun 

2015 tentang Penggunaan, Pengalokasian, Penyaluran, 
Pemantauan dan Evaluasi Dana Desa (Berita Negara 
Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 684); 

9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 
tentang Pengelolaan Keuangan Desa; 

10. Peraturan Menteri Desa Daerah Tertinggal dan Transmigrasi 
Nomor 21 Tahun 2015 tentang Penetapan Prioritas 

Penggunaan Dana Desa; 
11. Daerah Kabupaten Bantaeng Nomor 5 Tahun 2015 tentang 

Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Bantaeng Tahun 2015 

Nomor 5 ); 
12. Peraturan Daerah Kabupaten Bantaeng Nomor 8 Tahun 

2012 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah 
(Lembaran Daerah Kabupaten Bantaeng Tahun 2012 Nomor 

12 ); 
13. Peraturan Daerah Kabupaten Bantaeng Nomor 8          

Tahun 2015 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja 

Daerah Tahun Anggaran 2016 (Lembaran Daerah Kabupaten 
Bantaeng Tahun 2015 Nomor 8.); 

 
 

MEMUTUSKAN 
 

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS 

PERATURAN BUPATI BANTAENG NOMOR 44 TAHUN 2015 
TENTANG TATA CARA PEMBAGIAN DAN PENETAPAN 

RINCIAN DANA DESA SETIAP DESA DI KABUPATEN 
BANTAENG TAHUN ANGGARAN 2016 

 
 

PASAL I 

 
Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Nomor 44 Tahun 2015 tentang 

Tata Cara Pembagian dan Penetapan Rincian Dana Desa setiap Desa Kabupaten 
Bantaeng Tahun Anggaran 2016 (Berita Daerah Kabupaten Bantaeng Tahun 

2015 Nomor 45 ), diubah sebagai berikut : 
1. Di antara angka 2 dan angka 3  Pasal I disisipkan 1 (Satu) angka yakni 2a 

dan ditambahkan angka 6, 7, dan 8, sehingga Pasal 1 berbunyi sebagai 

berikut : 
 

Pasal 1 
 

1. Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, 
selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang 
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memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus 
urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan 

prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui 
dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik 

Indonesia. 
2. Dana Desa adalah dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan 

Belanja Negara yang diperuntukkan bagi Desa yang ditransfer melalui 
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah kabupaten dan digunakan untuk 
membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, 

pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat; 
2a. Pemerintahan Desa adalah Penyelenggaraan urusan Pemerintahan dan 

kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara 
Kesatuan Republik Indonesia. 

3. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa atau yang disebut dengan nama lain 
dibantu perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa; 

4. Jumlah Desa adalah jumlah Desa yang ditetapkan oleh Menteri Dalam 

Negeri; 
5. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, yang selanjutnya disingkat APB 

Desa, adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Desa. 
6. Rekening Kas Umum Negara yang selanjutnya disingkat RKUN adalah 

Rekening tempat penyimpanan uang Negara yang ditentukan oleh Menteri 
Keuangan selaku Bendahara Umum Negara untuk menampung seluruh 
penerimaan Negara dan membayar seluruh pengeluaran Negara 

7. Rekening Kas Umum Daerah yang selanjutnya disingkat RKUD adalah 
rekening tempat penyimpanan uang daerah yang ditentukan oleh 

Bupati/walikota untuk menampung seluruh penerimaan daerah dan 
membayar seluruh pengeluaran daerah pada bank yang ditetapkan 

8. Rekening Kas Desa yang selanjutnya disingkat RKD adalah Rekening tempat 
menyimpan uang Pemerintahan Desa yang menampung seluruh penerimaan 
Desa dan untuk membayar seluruh pengeluaran Desa pada Bank yang 

ditetapkan. 
 

2. Ketentuan Pasal 8 diubah sehingga Pasal 8 berbunyi sebagai berikut : 
 

Pasal 8 
 

(1) Penyaluran Dana Desa dilakukan melalui pemindahbukuan dari Rekening 

Kas Umum Daerah (RKUD) ke Rekening Kas Umum Desa (RKD). 
(2) Pemindahbukuan dari Rekening Kas Umum Daerah (RKUD) ke Rekening 

Kas Umum Desa (RKD) dilakukan  paling lambat 7 (tujuh) hari kerja 
setelah Dana Desa diterima di Rekening Kas Umum Daerah. 

(3) Penyaluran Dana Desa dilakukan secara bertahap, berdasarkan besaran 
transfer alokasi dari Rekening Kas Umum Negara (RKUN) ke Rekening Kas 
Umum Daerah (RKUD). 

(4) Penyaluran Dana Desa Tahap I dilakukan setelah Kepala Desa 
menyampaikan: 

a. Peraturan Desa mengenai APBDesa kepada Bupati. 
b. Laporan realisasi penggunaan Dana Desa tahun anggaran sebelumnya. 

a. Peraturan Desa dan laporan realisasi sebagaimana dimaksud pada ayat 
(4) huruf a dan b  kepada Bupati paling lambat minggu kedua bulan 
Maret. 

(5) Penyaluran Dana Desa Tahap II dilakukan setelah Kepala Desa 
menyampaikan: 

a. laporan realisasi penggunaan Dana Desa tahap I  kepada Bupati. 
b. Laporan realisasi penggunaan Dana Desa tahap I sebagaimana 

dimaksud pada huruf a, menunjukkan paling kurang Dana Desa tahap 
I telah digunakan sebesar 50% (limapuluh per seratus). 
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c. Kepala Desa menyampaikan laporan realisasi penggunaan Dana Desa 
tahap I sebagaimana dimaksud pada huruf a kepada Bupati paling 

lambat minggu ketiga bulan September.  
d. Rincian Dana Desa yang diterima Desa setiap tahun dianggarkan 

dalam APBDesa. 
 

3. Ketentuan Pasal 12 diubah sehingga Pasal 12 berbunyi sebagai berikut : 
 

Pasal  12 

 
(1) Kepala Desa dengan dikoordinasikan oleh camat setempat menyampaikan 

laporan realisasi penggunaan Dana Desa Tahap I, Tahap II, dan Laporan 
Realisasi Penggunaan Dana Desa Tahunan kepada Bupati. 

(2) Penyampaian laporan realisasi penggunaan Dana Desa sebagaimana 
dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan ketentuan: 
a. Tahap I paling lambat minggu ketiga bulan September tahun anggaran 

berjalan atau sebelum pencairan Tahap II; 
b. Tahap II paling lambat minggu kedua bulan Januari tahun anggaran 

berjalan. 
c. Laporan Realisasi Penggunaan Dana Desa Tahunan paling lambat 

minggu keempat bulan Februari tahun anggaran berikutnya. 
 

4. Ketentuan Pasal 12 diubah sehingga Pasal 12 berbunyi sebagai berikut : 

 
Pasal  12 

 
(3) Kepala Desa dengan dikoordinasikan oleh camat setempat menyampaikan 

laporan realisasi penggunaan Dana Desa Tahap I, Tahap II, dan Laporan 
Realisasi Penggunaan Dana Desa Tahunan kepada Bupati. 

(4) Penyampaian laporan realisasi penggunaan Dana Desa sebagaimana 

dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan ketentuan: 
d. Tahap I paling lambat minggu ketiga bulan September tahun anggaran 

berjalan atau sebelum pencairan Tahap II; 
e. Tahap II paling lambat minggu kedua bulan Januari tahun anggaran 

berjalan. 
f. Laporan Realisasi Penggunaan Dana Desa Tahunan paling lambat 

minggu keempat bulan Februari tahun anggaran berikutnya. 

 
5. Ketentuan Pasal 13  diubah sehingga Pasal 13 berbunyi sebagai berikut : 

 
Pasal 13 

 
(1) Bupati menunda penyaluran  Dana Desa dalam hal kepala desa tidak 

menyampaikan APBDesa dan/atau laporan realisasi penggunaan 

semester sebelumnya. 
(2) Penundaan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dilakukan sampai dengan 

disampaikannya APBDesa dan/atau laporan realisasi penggunaan tahun 
anggaran sebelumnya. 

(3) Bupati mengurangi penyaluran dana desa dalam hal ditemukan 
penyimpangan pelaksanaan yang mengakibatkan SiLPA tidak wajar. 

(4) SILPA Dana Desa yang tidak wajar sebagaimana dimaksud pada ayat (3), 

berupa sisa Dana Desa yang melebihi 30% (tiga puluh persen) dari Dana 
Desa yang diterima Desa. 

(5) Dalam hal terdapat Sisa Dana Desa di RKD lebih dari 30% (Tiga Puluh 
Persen) pada akhir tahun anggaran sebelumnya, Bupati memberikan 

sanksi administratif kepada Desa yang bersangkutan. 
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(6) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (5) berupa 
penundaan penyaluran Dana Desa tahun anggaran berjalan sebesar Sisa 

Dana Desa. 
(7) Dalam hal pada tahun anggaran berjalan masih terdapat Sisa Dana Desa 

lebih dari 30% (Tiga Puluh Persen), Bupati memberikan sanksi 
administratif kepada Desa yang bersangkutan. 

(8) Sanksi Administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (7) berupa 
pemotongan penyaluran Dana Desa tahun anggaran berikutnya sebesar 
Sisa Dana Desa tahun berjalan 

(9) Pemotongan penyaluran Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (8) 
menjadi dasar Menteri melakukan pemotongan penyaluran Dana Desa 

untuk Kabupaten/Kota tahun anggaran berikutnya. 
(10) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengenaan sanksi administratif 

sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dan ayat (7) diatur dengan 
Peraturan Menteri.  

(11) Penggunaan Dana Desa yang tidak sesuai dengan prioritas sebagaimana 

dimaksud pada ayat (4) huruf a tidak mendapatkan persetujuan dari 
Bupati. 

(12) Pengurangan Dana Desa dilaporkan oleh bupati kepada Menteri 
Keuangan c.q Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan. 

 
 

Pasal II 

 
Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. 

 
Agar setiap orang mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati 

ini dengan Penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bantaeng. 
 
 

Ditetapkan di Bantaeng 
Pada Tanggal 1 April 2016 

 
BUPATI BANTAENG 

Cap/ttd. 
H. M. NURDIN ABDULLAH 

 

Diundangkan di Bantaeng  
Pada Tanggal 1 April 2016  

 
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BANTAENG 

 
 
 

 
ABDUL WAHAB, SE, M.Si 

Pangkat : Pembina Utama Muda 
NIP   : 19660513 199203 1 009 

 
 

BERITA DAERAH KABUPATEN BANTAENG 

TAHUN 2016 NOMOR 9 
 

 
 

 
 


